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BAB I

A. Latar Belakang Masalah
Dampak-dampak positif atas berakhirnya perang dingin​[1]​ selain berhembus ke benua Eropa, juga telah menerpa kawasan Asia Pasifik. Bahkan berdasarkan observasi    terhadap   semua   kenyataan   dan   kecenderungan   yang ada, kawasan   ini   secara   relative   telah   menikmati   suasana   perdamaian  dan kemakmuran lebih dini. Bahkan dengan berakhirnya perang dingin tersebut,   orientasi   politik   luar     negeri   mereka   tetap   pada   upaya   menggalakkan kerjasama   Internasional   terbaik    di kawasan ini.
Perkembangan    ekonomi   dunia   sejak. Perang Dunia II secara menyeluruh    menunjukkan   kemajuan  besar disertai     pertumbuhan   pesat yang sebelumnya       tidak       pernah tercapai dalam sejarah. Namun pola, arah dan laju     pertumbuhan     dunia telah      membawa      berbagai    rupa  keganjilan   di bidang ekonomi., sosial, dan ekologi. Hasil kemajuan ekonomi tidak tersebar merata    diantara    negara-negara    berkembang    tersebut      tetap     mengalami stagnasi. Jarak      pemisah     antara    taraf     hidup     penduduk     di negara-negara    maju     dan    negara-negara    miskin     menunjukkan      kecenderungan menjadi     semakin      lebar. Kecenderungan     ini     mencerminkan kepincangan yang sudah sangat menekan derajat hidup sebagian besar umat manusia.
Kepincangan dalam pola, arah dan struktur produksi dunia dan perdagangan dunia kini telah menimbulkan serentetan masalah pokok yang segera harus ditangani dan diatasi secara mendasar. Fenomena yang ada antara lain sebagai berikut, sumber daya alam digarap dengan teknologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh masyarakat negara-negara maju. Disatu pihak telah terasa keganjilan antara pengadaan dan permintaan (supply-demand imbalance) mengenai beberapa jenis sumber daya alam yang vital dan strategis, yang kurang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk dunia.
Kalau perimbangan-perimbangan keadaan serupa itu berlangsung terus, maka tata hidup manusia di tingkat masional maupun internasional akan mengalami kegincangan yang semakin gencar. Dilain pihak unsur-unsir kekuatan dalam struktur produksi sering tidak memungkinkan pembagian pendapatan secara merata. Namun bukan berarti sebagian hal yang tidak dapat dirubah, karena negara-negara miskinpun tidak ingin lagi ada jarak pemisah.
Adanya perkembangan kawasan Asia Pasifik, setelah terjadinya pergeseran dari era Atlantic centris ke era Pasifik centris, pun tidak terhindar dari batas-batas bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Batas yang paling menentukan adalah keberadaan kekuatan negara hagemoni, dimana dampak positif kekuatan posisi maupun dampak negatif ketika hagemoni mulai melemah sangat mempengaruhi perekonomian global. ​[2]​Ini dibuktikan saat melemahnya ekonomi Amerika Serikat, dikarenakan negara-negara sekutu yang dibantu pada akhirnya benar-benar menjadi kuat, contohnya Jepang, bahkan mulai 

menyaingi Amerika Serikat sendiri secara ekonomi. Akibatnya, Amerika Serikat menjalankan praktek proteksionisme​[3]​, demi mengatasi kesulitan ekonomi akibat defisit perdagangan yang jumlahnya terus melonjak. Sejak saat itu dunia dipenuhi kompetisi dagang yang semakin ketat sehingga langsung membahayakan perdagangan bebas global. Masing-masing pemerintah negara akhirnya terpaksa mengintervensi perekonomian nasionalnya, yang cenderung membawa dampak berupa pertumbuhan perusahaan-perusahaan oligopolistik​[4]​, dimana salah satu gejala pertumbuhannya disebabkan biaya-biaya persaingan yang semakin mahal akibat globalisasi. Berbagai kecenderungan diatas memunculkan suatu fenomena baru, alternatif lain pengganti sistem hagemoni sebagai landasan hubungan-hubungan ekonomi dan politik internasional, yaitu berupa blok-blok perdagangan regional yang cenderung bersifat proteksionisme, seperti di Kawasan Eropa.
Perubahan-perubahan fundamental dalam hubungan antar negara pada tingkal global pasca perang dingin ini mendorong negara-negara di berbagai kawasan untuk mengkaji ulang posisi, peran internasional dan kebijaksanaan luar negeri mereka.
Hampir semua negara, bergerak ke arah pendekatan kawasan ekonomi, menggabungkan diri dengan beberapa negara lain di sekitar lokasi negaranya. Dengan   melakukan   penggabungan   diri   melalui   berbagai    tingkat   integrasi


ekonomi kemampuan mengenai masalah pembangunan akan makin bertambah kuat. Kompetisi perekonomian global yang berlangsung dengan cepat, akan dapat diatasi melalui kebersamaan dalam kawasan ekonomi itu.

Masyarakat Eropa merupakan suatu kawasan ekonomi yang selalu berkembang berkesinambungan. Sebagai konsekuensi dari pergeseran kekuatan ekonomi dunia dan Trans Atlantik ke Trans Pasifik, gagasan pembentukan kawasan ekonomi ini telah berkembang pula ke wilayah Asia Pasifik. Meski kekuatan ekonomi kawasan Trans Atlantik ingin dipertahankan Eropa, namun dengan munculnya The East Asian Miracle ​[5]​menyebabkan pergeseran tiu tidak dapat dihindarkan sama sekali. Pada saat itu negara-negara di kawasan utara sedang sibuk membentuk masyarakat sendiri dan masyarakat Eropa sedang berobsesi membentuk masyarakat Eropa yang satu, maka terbentuk NAFTA (North Amerika Free Trade Area) / Daerah Perdagangan Bebas Amerika Utara yang dibentuk oleh AS, Kanada dan Meksiko, dan negara-negara Eropa membentuk MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).
Selanjutnya mulai dipikirkan langkah-langkah yang harus diambil kawasan Asia Pasfik untuk survive dan berkembang secara bersama-sama dalam mengantisipasi situasi yang sangat dinamis tersebut.
Ada beberapa perkembangan dalam bidang perdagangan dan ekonomi internasional di Kawasan Asia Pasifik yang menyebabkan negarawan dan para pengamat cenderung melihat perlu adanya badan kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik.
Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling dinamis dari ekonomi dunia. Ia mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kawasan lain selama 30 tahun terakhir.​[6]​
Asia Pasifik mencakup wilayah seluas 40,5 juta km2 (29,8 persen luas dunia) dengan penduduknya sebesar 2 milyar jiwa (35 persen penduduk dunia) dan GNP-nya sebesar 10,39 trilyun dolar AS (47,8 persen GNP dunia).​[7]​
Dinamisme perekonomian di Kawasan Asia Pasifik yang terus berlanjut mencerminakn pertumbuhan yang mantab sampai tahun 1993, rata-rata pertumbuhan mencapai 3,8%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan ini naik meyakinkan sampai 5,8% tahun 1993, sedang pertumbuhan ekonomi Asia Timur secara keseluruhan mencapai 7%-7,5% menjelang tahun 2000 dibandingkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang berkisar 2%-3%.​[8]​
Akhirnya, atas inisiatif PM Australia Bob Hawke yang disampaikan di Seoul, Januari 1989, di suatu pertemuan penjajakan dalam usaha pembentukan APEC (Asia Pasific Economic Coorporation)/Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik, akhirnya berhasil dilakukan di Canberra tahun 1989. Negara-negara yang pertama kali menandatangani pembentukan dan menjadi anggota APEC selain Australia yaitu enam negara ASEAN, Jepang, AS, Kanada, Selandia Baru dan Korea.​[9]​

Adanya kekhawatiran akan kegagalan putaran Uruguay, merupakan salah satu pendorong pembentukan APEC, disamping akibat pembentukan NAFTA dan MEE; rasa saling ketergantungan, dan akibat pasca blok barat dan timur yang membawa dampak besar terhadap penimbangan kekuatan politik dunia.​[10]​
Alasan tersebut menimbulkan kekhawatiran diantara negara-negara anggota APEC terhadap adanya maksud-maksud kepentingan politik domestik yang ingin dicapai negara-negara Barat yang tergabung dalam APEC, melihat ide awal pendirian APEC yang turut disponsori AS itu dilatarbelakangi oleh kekuatiran AS akan kemungkinan gagalnya GATT. Seakan-akan terlibat bahwa APEC dijadikan satu blok kekuatan ekonomi dan berkoalisi dengan NAFTA untuk menghadapi proteksionisme MEE.​[11]​
Dikeluarkannya gagasan pembentukan EAEC (East Asian Economic Caucus) oleh pemerintah Malaysia, paling tidak tumbuh dari kekuatiran bahwa NAFTA akan menjadi zona ekonomi khusus yang kedua, menyusul MEE​[12]​.
Pada awalnya gagasan pembentukan EAEC tersebut dikeluarkan Pemerintah Malaysia dalam bentuk EAEG (East Asian Economic Group)/ Kelompok Ekonomi Asia Timur. Gagasan pembentukan EAEG dicetuskan oleh PM Malaysia, Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur, Desember 1990, dan mengemukakan bahwa lebih penting bila dibentuk EAEG dibandingkan dengan APEC.​[13]​
Pandangan Mahathir, yang beranggapan negara-negara Barat takkan banyak membantu pembangunan Asia, khususnya Asia Timur, mengenai tindakan-tindakan dominasi politik negara-negara Barat terhadap negara-negara berkembang selama ini memberi keyakinan bagi negara Malaysia untuk mewujudkan kebijaksanaan Pemerintah Malaysia yang terkonsentrasi pada Looking East, yang sudah didengungkan sejak tahun 1980-an.​[14]​
Kebijaksaan Pemerintah Malaysia mengenai prinsip Pandang ke Timur yang didengungkan sejak 1982 terlihat dalam usahanya memprioritaskan kerjasama dengan ASEAN dan negara berkembang lainnya, serta niatnya untuk tetap mempertahankan prinsip sebagai negara Non-Blok yang tidak munafik.​[15]​
Dalam hal pengajuan konsep EAEG, yang sebelumnya sempat dicetuskan dalam dialog Selatan-Selatan dan dalam pertemuan Pimpinan Tertinggi ASEAN di Bali tahun 1990, sebagai tindakan Malaysia yang berperanserta, sekaligus meningkatkan prestise dan perubahan yang mendasar dimata dunia internasional.
Walaupun mengejutkan, namun dalam rangka memperkokoh persatuan ASEAN, gagasan Pemerintah Malaysia tersebut diambil alih ASEAN.​[16]​
Pengajuan gagasan dibentuknya EAEG sebagai komunitas ekonomi bangsa-bangsa Asia Timur banyak mengandung pro dan kontra serta netral, dikarenakan susunan keanggotaannya tidak melibatkan negara-negara Barat seperti AS, Kanada, Australia, Meksiko dan elandia Baru.  ​[17]​
Menurut beberapa negara mengeluarkan AS dari suatu wadah kerjasama ekonomi di Asia Pasifik akan memancing timbulnya konfrontasi dengan AS yang merupakan pasar utama bagi sebagian besar negara Asia Pasifik, termasuk Korea dan Jepang.
Indonesia yang mempersoalkan bagaimana EAEG akan beroperasi, mengingat telah dibantuknya APEC di kawasan ini., mengajukan ”jalan tengah” dalam menanggapi EAEG dan disetujui ASEAN. Jalan tengah tersebut adalah dicapainya – dalam Pertemuan Tahunan Menlu ASEAN ke 26 di Singapura 23-24 Juli 1993 – kesepakatan mengubah EAEG (East Asean Economic Group) menjadi EAEC (East Asian Economic Caucus); akhirnya EAEC sebagai kaukus atau forum konsuiltasi ekonomi Asia Timur yang longgar dan diletakkan di bawah APEC.
Tantangan utama Pemerintah Malaysia dalam gagasan pembentukan EAEC yaitu sikap menolak AS yang menganggap gagasan tersebut sebagai sentimen Malaysia, dan khawatir hadirnya EAEC jika berdiri sendiri akan membentuk sebuah blok ekonomi setelah MEE, sehingga membahayakan perdagangan bebas yang tengah diupayakan. ​[18]​Bahkan  sikap kontra AS tersebut juga mendesak Jepang untuk turut menolak EAEC terlebih menjadi leader seperti yang diharapkan Malaysia.
Hal tersebut menimbulkan amarah Pemerintah Malaysia, sehingga pada pertemuan APEC di Seatlle, November 1993, Malaysia menolak hadir, dengan alasan menolak adanya kesekretariatan APEC yang berarti akan melembagakan forum  konsultatif  itu, dimana  menurutnya  adalah keinginan masyarakat negara-
negara Barat sebagai penggagas pembentukan APEC.​[19]​
Prof DR T. Dzulkarnain Amin MA, seorang pemerhati masalah internasional, dalam menanggapi makalah DR Anwar Nasution ”APEC dan Perkembangan Ekonomi Global dan Asia Pasifik,” mengatakan hal sependapat bahwa:
”Dalam waktu yang relatif dekat ini, dilihat dari geografis dan ekonomis, maka regionalism yang paling mungkin efektif di kawsan ini adalah EAEG (East Asian Economic Group)/EAEC (East Asian Economic Caucus) yang diprakarasi Malaysia. EAEC ini dapat menghubungkan mata rantai yang putus antara ASEAN/AFTA dengan mitra dagangnya negara-negara maju/NICs di Asia Timur. Secara ekonomis pendapat Mahathit dapat dipahami. Hal ini mengingat untuk merealisasikan konsep Pasar Bersama ASEAN (AFTA) saja, yang kawasannya relatif kecil diperlukan waktu 15 tahun. Dengan demikian, APEC seharusnya menjadi forum komunikasi saja antar kelompok sub regional di kawasan Asia Pasifik. Pendapat ini semula menjadi sikap bersama negara-negara anggota ASEAN.”​[20]​

Melalui rancngan Malaysia Keenam dalam Kebijakan Dasar Ekonomi Baru atau NEP (New Economic Plan) dan Kebijakan Pembangunan Nasional atau NDP (National Development Plan) sebagai pengganti NEP yang sudah diterapkan selama 20 tahun, Pemerintah Malaysia menginginkan pembangunan ekonomi Malaysia akan memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat Malaysia selama ini, hingga akhirnya menjadikan Malaysia sebagai negara industri maju.
Hal ini dibuktikan dalam tiga tahun terakhir (hingga 1991) ekonomi berkembang cepat dengan pertumbuhan ekonomi 9,2 persen, karena peningkatan penanaman modal asing – yang pada umumnya datang dari Jepang, Korsel, Taiwan,  Hongkong, dan  Singapura  –  begitu cepat dan dalam periode itu tercatat 
13 milyar dolar AS (sekitar Rp 25,5 trilyun). Kemudian diharapkan berkembang hingga 8,6 persen pertahun dalam periode 1991-1995, juga diproyeksikan pertumbuhan GDP sebesar rata-rata 7,5 persen (periode 1980-1990 besarnya 6,7 persen).
Malaysia berkeyakian dengan kondisi ekonominya saat ini, sudah cukup mampu ”bermain” hanya dalam lingkungan ASEAN atau Asia Timur saja, didukung dengan keberadaan Jepang sebagai penanam modal terbesar di Asia – yang dipandangnya cukup mampu menopang pembangunan negara-negara Asia. Dan mengharapkan dengan dijadikannya EAEC sebagai kaukus dalam APEC, negara-negara di Asia Timur termasuk Jepang mampu saling bekerjasama dalam menghadapi persaingan pasar industri global dan perdagangan bebas perekonomia saat ini​[21]​.
Untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, perigkat negara Malaysia digunakan sebagai unit analisis​[22]​ yang akan mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor pertimbangan Malaysia mengeluarkan gagasan EAEC tersebut.
Kajian yang dibuat pada masalah pengajuan gagasan EAEC oleh Malaysia menekankan faktor internal dan juga faktor eksternal. Kondisi domestik dan eksternal menunjang penerapan strategi dan orientasi politik luar negeri yang sudah diputuskan oleh elit pemerintah.  Terdapat 4 kondisi / variabel yang mampu 
menopang pertimbangan elit pemerintah untuk mempertimbangkan pemilihan strategi politik luar negeri (menurut Holsti), yaitu : 1) Struktur sistem internasional. Yang dimaksud dengan struktur sistem internasional ialah suatu kondisi yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi, subordinasi, dan kepemimpinan. Struktur sistem internasional menetapkan beberapa pembatasan terhadap kebebasan bertindak terhadap unit politik. 2) Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial ekonomi dan sikap domestik. 3) Persepsi elit pemerintah (pembuat undang-undang) tetap terhadap tingkat ancaman eksternal. 4) Lokasi geografis, karakteristik topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimilki negara.​[23]​
Pembahasan kehidupan internal dan eksternal dari politik luar negeri suatu negara; atau yang menyangkut perilaku eksternal harus mempertimbangkan dan melihat apakah tindakan-tindakan di lingkungan eksternal tersebut sesuai atau konsisten dengan kepentingan nasionalnya, karena tidak ada pelaku yang hidup terpisah dari lingkungannya.​[24]​
Usaha merelisasikan APEC secara formal ditentang Pemerintah Malaysia, karena berpendapat bahwa kerjasama itu hanya menjadi sarana negara-negara Barat untuk mendominasikan kekuatan pasar kawasan, dan keformalan APEC akan mengundang banyak campur tangan negara-negara kuat. Negara-negara kuat ini merasa absah mendominasi APEC karena mendominasi pula pembiayaan keformalan APEC tadi.  Kondisi ini pada  gilirannya hanya akan membuat negara-
negara yang masih lemah kondisi dan politiknya cenderung akan ’kalah’ dalam ajang APEC ini.​[25]​
Dalam pertemuan kepala-kepala negara di Seattle dibicarakan berbagai kemungkina bentuk kerjasama ekonomi regional. Sebagian besar negara Asia Pasifik masih mengingkan APEC sebagai forum kerjasama, dimana dapat dilakukan pembahasan atas berbagai hambatan dalam melakukan perdagangan internasional dan belum sampai pada Common Market apalagi Complete Economic Integration​[26]​. Hal ini lebih karena struktur ekonomi yang masih berbeda antara negara-negara Asia Pasifik dan negara-negara maju. Berbeda dengan keinginan negara Barat yang menginginkan bentuk kerjasama ekonomi yang memungkinkan seluruh faktor produksi melakukan mobilitas dengan meminimalisasi berbagai barrier seperti masalah tarif dan kuota.
Boleh dikatakan semua negara yang ada di kawasan Asia Pasifik secara langsung maupun tidak langsung pernak menikmati keuntungan tertentu dari Amerika Serikat dalam fungsi dan kapasitasnya sebagai negara hagemoni. Jepang memperoleh prioritas tertinggi dalam hal distribusi keuntungan, dan ketika Jepang mencapai taraf ekonomi yang kuat, maka terjadilah proses pelimpahan ke negara-negara tetangga  yang kini tampil  sebagai negara-negara industri baru dan negara-
negara naga kecil.​[27]​
Sebagai kawasan yang sedang bertumbuh kekuatan ekonominya, manjadikan Asia Pasifik sebagai kawasan strategis untuk melakukan intervensi, relokasi industri dan transaksi perdagangan. Kondisi demikian memunculkan permasalahan terutama menyangkut policy yang dilakukan oleh negara-negara erkepentingan dan lebih jauh lagi hal ini berkembang menjadi polemik politik.​[28]​
Persoalannya kemudian kalau dikaitkan dengan sikap Malaysia yang secara tegas menolak hadir di KTT APEC di Seattle, November 1993 karena merasa besarnya dominasi Amerika Serikat di APEC. Barangkali ramalan DR Andrew Elek, seorang peniti senior tentang kajian Asia Pasifik dari Departemen Ekonomi Nasional Australia (ANU) mempunyai beberapa kebenaran Malaysia merasa khawatir bahwa hanya akan menguntungkan kawasan Asia Timur – RRC, Jepang, Taiwan, dan Hongkong – yang tingkat industrinya sudah maju.
Menlu Abdullah Badawi pada tanggal 27 September 1994 menyampaikan pesan keinginan Malaysia untuk segera meluncurkan EAEC tanpa Jepang dan keputusannya terserah pada ASEAN dan negara pendiri kaukus lainnya.​[29]​
Malaysia mengkrtik Jepang yang ragu-ragu menolak EAEC. Karena tekanan AS, Jepang merasa takut bahwa kaukus ini akan membuat AS sebagai mitra dagang utamanya menjadi berang. Dalam acara Asia Kyushu Regional Exchange Summit, Malaysia mengatakan:
”Satu-satunya negara Asia yang mempunyai kemampuan untuk membantu negara-negara Asia lainnya (yaitu Jepang) menolak untuk melakukannya, tetapi sebaliknya menuntut suatu penjelasan kenapa AS, Australia, dan Selandia Baru tida diikutsertakan.”
Tanpa partisipasi Ejpang, EAEC dianggap sebagai bukan suatu kekuatan penting.
”Apakah salah ke bagi kita untuk melihat Jepang sebagai sebuah model dan sebagai pemimpin” tambah Mahathir, ”Kalau kalian (orang-orang Jepang) ingin memperbaiki masa lalu, inilah kesempatannya,” kata Mahathir yang menyinggung tentang invasi Jepang negara-negara tetangganya di Asia pada PD II.​[30]​

Kekhawatiran negara-negara Asia tehadap dominasi negara-negara maju terutama AS dalam kerjasama APEC tetap ada, mengingat praktek kapitalisme negara-negara maju yang pernah dialami negara-negara berkembang. Tapi, melihat pertumbuhan kawasan Asia Timur, terlebih percaya bahwa Jepang akan menopang ekonomi Asia membangkitkan semangat pemerintah Malaysia untuk berani mengeluarkan ide pembentukan EAEC di Asia Timur. Dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia sehingga bersikeras merealisasikan gagasan pembentukan EAEC itulah yang menarik untuk dikaji.

B. Identifikasi masalah
	Dari pembahasan latar belakang diatas maka dapat diaibil beberapa hal yang dapat diajukan sebagai pertanyaan yaitu sebagai berikut:
1. 	Bagaimana pertumbuhan ekonomi malaysia bisa diandalkan untuk menjadi salah satu faktor Pertimbangan Kebijakan Politik Luar Negri Malaysia dalam pengajuan gagasan pembentukan EAEC?
2.	Apa yang menjadi pertimbangan ( latar belakang dan tujuan )nrgara Malaysia dakam mengajukan gagasan kerjasama asia timur ( EAEC )?
3.	Dampak apa yang akan timbul bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur setelah diadakannya forum kerja sama Asia Timur Tersebut?
1.2.1. Pembatasan Masalah
Variabel-variabel determinan yang menjadi faktor-faktor pertimbangan menekankan faktor internal yang ada dalam lingkup negara, termasuk memperhatikan kebutuhan sosial-ekonomi dan sikap politik domestik Malaysia. Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari luar batas negara tersebut, termasuk sistem internasional pasca perang dingin, juga pertumbuhan ekonomi kawasan sehingga dijuluki East Asian Miracle.





Politik luar negeri suatu negara dapat dikatakan aktif pabila dalam kondisi internal yang stabil, negara tesebut banyak mengeluarkan keputusan-keputusan inisiatif dasar yang berhubungan dengan kebutuhan dalam negeri maupun dengan perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Perubahan adlam lingkungan eksternal uni menyediakan peluang kepada negara tersebut untuk menjalankan politik luar negeri yang aktif juga membutuhkan pendayagunaan secara maksimum seluruh potensi nasional negara tersebut.​[31]​ Maka setiap langkah yang dimunculkan di forum internasional tidak bisa dipisahkan dari domestic policy.
Maka, pertanyaan yang diajukandalam penelitian ini adalah faktor-faktor eksternal dan internal apa yang menjadi faktor determinan pengambilan keputusan Politik Luar Negeri Malaysia terhadap ide pembentukan EAEC?


C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian:
-	Untuk mengetahui beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi faktor determinan, dari sekian banyak faktor sebagai pertimbangan Pemerintah Malaysia mengeluarkan gagasan EAEC itu.
-	Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan diadakannya kerjasama di Asia Timur.
-	Untuk mengetahui dampak yang timbul bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur apabila diadakan forum kerjasama Asia Timur.

Kegunaan penelitian:
-	Diharapkan bahwa dari penelitian ini, peneliti akan lebih memahami pemikiran Pemerintah Malaysia dalam pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri-nya, terutama dalam masalah ini.

D.	Kerangka Pemikiran
Untuk mempermudah penjelasan penelitian ini secara terarah, kerangka pemikiran digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalah penelitian secara ilmiah. Kerangka pemikiran memuat landasan-landasan teoritis atau pemikiran-pemikiran logis, yang akan menuntun penyusunan dalam menjelaskan masalah penelitian secara teoritis.
Perlu ditentukanbidang yanghendak dikaji, batas ruang lingkupnya dari tingkat analisis mana penelitian hendak dilakukan, serta pendekatan dan metode apa yang hendak dipakai untuk mengkoordinasikan keseluruh proses analisis.​[32]​
Dalam pengkajian HI, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri. Untuk membedakan antara politik domestik dengan politik luar negeri, dipergunakan konsep yang dikemukakan oleh Howard H. Lentner. Menurut lentner, politik domestik adalah apabila kebijaksanaan suatu negara ditujukan pada masalah-masalah yang semata-mata berada dalam yuridikasi dan tidak mempengaruhi negara lain. Sedangkan, politi luar negeri adalah politik yang ditujukan/diarahkan ke/yang memberikan respon kepada lingkungan dari suatu negara teritorial dan pemerintahannya yang disebut pelaku/aktor.​[33]​
Menurut Lloyd Jensen, politik luar negeri juga usaha unuk mencapai national interest di luar batas yuridiksi serta untuk menghadapi lingkungan eksternal suatu pelaku.
Tingkat analisis menurut K.J.Holsti, yaitu 1) tingkat analisis sistem, 2) tingkat analisis negara, 3) tingkat analisis individu. Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu negara. Tingkat analisis negara adalah diterapkan pada variabel Negara Malaysia.​[34]​
Perspektif negara mencoba menjelaskan perilaku negara dengan mengungkapkan bukan hanya lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, tetapi juga akan mengungkapkan kondisi domestik yang mampu mempengaruhi proses pangambilan keputusan tersebut.
Faktor utama ditujukan kepada aktor, yaitu negara Malaysia tetapi tidak mungkin untuk mengesampingkan lingkungan, karena mengingat definisi dari politik luar negeri sebagai interaksi antara suatu aktor dengan lingkungannya.
Menurut Lentner politik luar negeri berada pada persimpangan antara aspek domestik dan aspek internasional. Aspek domestik kita kenal sebagai lingkungan internal dan aspek internasional dapat kita kenali sebagai lingkungan eksternal.Kedua lingkungan ini sangat mempengaruhi perumusan politik luar negeri. Dalam menggambarkan lingkungan aktor, Lentner mengemukakan dua buah konsep yaitu sistem internasional dan situasi. Lingkungan dari aktor terdiri dari semua negara lain. Lingkunganitu adalah: 1) Sistem Internasional adalah pola interaksi diantara negara-negara yang terbentuk oleh struktur interkaksi diantara negara/aktor/pelaku yang terkuat (international system of pattern of interaction among the most powerfull actor). 2) Situasi digunakan untuk mengidentifikasi/mengenali pola-pola interaksi yang tidak mencakup keseluruhan sistem internasional (situation will used to identify pattern of interction that do not encompass the entire international system).​[35]​
Pemahaman mengenai pembuatan keputusan luar negeri akan didasarkan pada pendekatan sistem, yang menekankan pada analisa input-output.  Pendekatan ini tepat digunakan bila proses politik luar negeri didefinisikan sebagai suatu mekanisme bagi suatu sistem politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan tujuan untuk mengendalikan itu demi tercapainya tujuan.​[36]​
Untuk membantu pemilihan informasi, digunakan model pelaksanannya paling relevan dengan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan Pembuatan Keputusan (Decision-Making Approach). Suatu negara mengadakan pilihan tergantung dari faktor determinan yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri negara tersebut, dimana setelah dilakukan penelitian secara teori verbal dan dengan melalui pengamatan/studi empirik faktor-faktor tersebut dinyatakan secara dominan berpengaruh.​[37]​
Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri suatu nagara secara teoritus, akan dipengaruhi olehberbagai faktor, seperti situasi eksternal dan domestik. Untuk itulah dibutuhkan suatu piranti kerja berbentuk pendekatan atau metode pendekatan.
Salah satu pendekatan yang dikenal dalam mengkaji politik luar negeri adalah linkage approach (pendekatan perkaitan). Pendekatan yang bertitik tolak dari sistem analisis ini menganggap politik dalam negeri dan politik luar negeri sebagai dua sistem yang berinteraksi dan politik luar negeri dianggap sebagai hasil perkaitan analisis lingkungan internal suatu negara.
Linkage dapat didefinisikan sebagai beberapa rangkaian tingkah laku yang berulang, yang berawal dari satu sistem dan bereaksi pada sistem yang lain.​[38]​
Pemikiran mengenai politik luar negeri adalah dibagi dalam 4 unsur, ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang besifat khusus  1) orientasi politik luar  negeri,  2) peranan nasional,  3) tujuan politik luar 
negeri, 4) tindakan.​[39]​
Yang dimaksud dengan orientasi umum ialah sikap umum dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan aspirasi domestik dan internasional, serta untuk mengatasi ancaman.​[40]​
Dari tiga bentuk orientasi yang ditawarkan Holsti, penulis menggunakan bentuk orientasi non-blok. Non-blok merupakan orientasi berdasarkan kehendak diri negara yang bersangkutan, mencegah leterikatan dengan salah satu blok dan cenderung menunjukkan anti barat. Dengan strategi non-nlok diartikan sebagai usaha memaksimalkan kesempatan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.​[41]​
Dewasa ini tampak bahwa interaksi antara negara pada umumnya dalam bentuk kerjasama ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa interdependensi (saling ketergantungan) ekonomi antar negara semakin kuat.
Ketegangan yang terjadi di pusat industri dalam sistem internasional segera membawa akibat pengaruh secara berlipat dan berantai dalam ekonomi negara-negara berkembang. Inflasi dunia yang bersumber di negara-negara industri, kegoncangan perdagangan dan moneter internasonal. Kriris minyak bumi, kelangkaan persediaan pangan – semua itu mendakan pada interdependensi (hubungan timbal balik) antar berbagai bagian dalam ekonomi dunia menonjolkan pula kepekaan negara-negara miskin terhadap gangguan dalam sistem ekonomi internasional.
Menurut Richard N. Cooper, interdependensi ialah:
“Sensitivity of economic transactions between two or more nations to economic developments within those nations.”​[42]​

Rosenau mengatakan bahwa peningkatan interdependensi didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau kecenderungan (trens) di suatu lokasi peristiwa yang membawa dampak terhadap lokasi peristiwa yang lain. Image dunia dalam model masyarakat global terutama diperoleh melalui bukti tentang semakin meningkatnya independensi.​[43]​
Pergeseran dalam masyarakat global, yang semla hanya menghiraukan perang dan damai, mulai mempermasalahkan krisis modernisasi global, yaitu ketidakeimbangan antara ketidakterbatasan kebutuhan manusia dengan keterbatasan kapasitas bumi untuk memberikan apa yang diinginkan manusia, dikaitkan dengan masalah pemerataan dan keadilan sosial. Termasuk fakta dalam kerjasama ekonomi internasional, yaitu hasil kemajuan ekonomi yang tidak tersebar merata diantara negara-negara dalam lingkunan internasional.
Perlunya menentukan cara memajukan sistem negara bangasa untuk mengurangi ketidakadilan atau ketimpangan global dikarenakan interdependensi cenderung mengurangi kemampuan negara-negara untuk mencapai politik domestik yang otonomi. Hilangnya kontrol nasional karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan secara nasional untuk menciptakan penopang dan penangkal ekonomi domestik terhadap gelombang ekspansi dan resesi ekonomi pada umumnya kurang menolong.​[44]​
Teori Pembagian Kerja Secara Internasional menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan semua pihak.​[45]​ Menurut Teori Struktural perdagangan dunia yang bebas justru merupakan wadah praktek eksploitasi, karena negara yang lemah bukan saja dikalahkan dalam persaingan, tetapi akan terus mundur dan akhirnya hancur, karena unsur-unsur yang paling potensial bagi negara ini untuk maju direbut oleh negara yang lebih kuat. Kemiskinan yang terdapat di negara-negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploratif, dimana yang kuat melakukan eksploratif terhadap yang lemah. Maka surplus dari negara-negara Duina Ketiga beralih ke negara-negara maju.​[46]​
Mahathir, Perdana Menteri Malaysia yang sangat kritis itu berulang kali mengungkapkan keinginan dan harapannya bahwa saat masyarakat Asia akan punya ”suara” di dunia internasional. Kawasan asia ayng dianggapnya sudah lebih mampu mengatasi kondisi perekonomian dalam negeri maupun kawasannya diharapkan mampu memberanikan diri untuk mengambil sikap melepaskan diri dari ketergantungannya pada negara-negara Barat. Karena beliau melihat pengalaman Pemerintah Malaysia di masa lampau yang mencontoh model pembangunan Inggris, yang pada akhirnya dianggap bukan model yang sesuai untuk diterapkan di malaysia.​[47]​
Keberatan Pemerintah Malaysia terhadap formalitas APEC karena khawatir  bahwa  harapan  semula   yaitu   hubungan   negara   maju   dan   negara 
berkembang dalam APEC akan dibangun win-win situations,​[48]​ berbeda dengan faktanya. Melihat selama ini bantuan yang ditawarkan negara-negara barat tidak banyak berubah posisi negara berkembang. Dan seringkali trjadi, ketika negara berkembang membutuhkan bantuan negara-negara maju untuk pembangunan mereka, maka negara-negara maju tersebut akan melakukan tekanan-tekanan yang mempersulit kedudukan negara-negara berkembang sehingga tidak akan cepat berkembang karenanya.
Seperti yang dikatakan Andre Gunder Frank seorang ekonom Amerika:
”Saya percaya, bersama Paul Baran, bahwa kapitalisme, baik yang global maupun yagn nasional, adalah faktor yang telah menghasilkan keterbelekangan di maas lalu dan terus mengembangkan keterbe;akangan di masa sekarang.​[49]​

Menyinggung keinginan Pemerintah Malaysia membentuk EAEC karena dikhawatirkan APEC akan menjadi alat politik dan ekonomi Amerika Serikat untuk menghadapi Kawasan Ekonomi Eropa, dan akibatnya negara-negara anggota APEC akan terkena getahnya, dikarenakan salah satu anggota negara besarnya mempunyai masalah yang semestinya bukan merupakan kepentingan APEC.
Sebagai upaya perbaikan, Teori Ketergantungan mengnjurkan pemutusan hubungan dengan kapitalisme dunia dan mulai mengarahjkan dirinya pada hubungan dengan kapitalisme danmulai mengarhkan dirinya pada pembangunan yang mandiri.
Friedrich List mengkritik sistem perdagangan bebas di seluruh dunia. Kritik  tersebut  didasari  pengamatan  praktis  dan  perimbangan sistematis bahwa 
masyarakat yang kurang berkembang – tetapi secara mendasar mampu berkembang – harus segera keluar dari situasi keberadaanya saat itu, yaitu dalam sebuah struktur pasar dunia yang bersifat asimetris dalam jangka panjang.
Menurutnya harus ada paradigma baru mengenai Tata Ekonomi Dunia, sebab tata Ekonomi Dunia yang lama adalah ekonomi dunia, pasar dunia/tata ekonomi dunia yang dipakai dalam aturan dunia yang didominasi oleh sistem kapitalis. Mencerminkan sepenuhnya cara produksi kapitalis lama yang cenderung mendominasi dunia.​[50]​
Mengingat tingkat kematangan perkembangan manufaktur dan struktur manufaktur pertanian yang berbeda, maka Lisr menawarkan suatu paradigma baru mengenai Tata Ekonomi Dunia kepada negara-negara lemah tetapi mampu berkembang untuk melakukan ”isolasi sementara” terhadap pasar dunia yang berorientasi pada perdagangan bebas yang sedang berlaku. Pemisahan selektif sebagai persyaratan yang sangat diperlukan untuk memungkinkan sebuah pembangunan yang menyusul. Disosiasi yang demikian akan membuka kesempatan dan jalan bagi masyarakat-nmasyarakat tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga produktif mereka sendiri. Jika tenaga produktif terbentuk di segala bidang, maka usaha membuka diri terhadap pasar dunia dengan titik tolak ini yang telah menjadi simetris – menurut Lisr – adalah sangat berguna.​[51]​
Sementara pemerintah Dunia Keiga melancarkan tuntutan untuk terciptanya  suatu  tata  ekonomi  internasional  baru,  negara-negara industri maju 
justru ingin mempertahankan tatanan yang ada karena dianggapnya menjamin pertumbuhan dan kemajuan sosial bagi semua negara, termasuk negara-negara Dunia Ketiga.
Salah satu sasaran pokok dalam Tata Ekonomi Internasional Baru ialah untuk memperkecil jarak pemisah antara taraf hidup di negara-negara kaya dan negara-negara miskin, selaras dengan kebijakan masional dalam pembagian/ pemerataan pendapatan masyarakat.​[52]​
Dalam penelitian ini, menelaah politik luar negeri Malaysia para decision makers melihat situasi perkembangan ekonomi politik global, posisi negara-negara besar di kawasan, serta seberapa jauh hegemoni mereka di kawsan Asia Pasifik. Di kesempatan lain membahas perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur, interaksi diantara mereka maupun dengan negara-negara maju yang berdampak pada perkembangan kawasan, termasuk interaksi diantara negara-negara Asia Pasifik yang melibatkan diri dalam APEC sebagai situasi yang merupakan pola-pola interaksi yang tidak mencakup keseluruhan sistem internasional, juga kondisi ekonomi politik domestik Negara Malaysia.
Semua jawaban diatas belum dapat menjelaskan tuntas dan bulat, paling tidak setelah semua jawaban tadi digabungkan menjadi terkait satu sama lain agar dapat menjelaskan penelitian ini.

E.	Hipotesis
Berdasarkan keseluruhan kerangka teoritis masalah yang telah di uraikan diatas maka penulis menarik kesimpulan sementara yaitu : ”Jika gagasan Malaysia tentang forum kerjasama Asia Timur bisa terlaksana maka pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang dibangun bersama tanpa ketergantungan dengan negara Barat akan dapat terwujud”.


F.	Opersional Variabel dan indikator
Kemudian untuk membantu didalam menganalisa masalah penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat pengoperasian variabel, agar dapat melakukan verivikasi atau pembuktian terhadap hipotesis, dengan tolak ukur menggunakan tolak uur berdasarkan konsep politik, konsep empirik, dan konsep analisis melalui tabel operasionalisasi variabel dibawah ini :
Tabel I
Operasional Variabel Dan Indikator
Variabel(Konsep Teoritik)	Indikator(Konsep empirik)	Verifikasi(Konsp Analisis)
Variabel Bebas   :Jika Pertimbangan Pengajuan Gagasan Pembentukan Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC) disetujui	1) Adanya kekuatiran bahwa NAFTA akan menjadi zona ekonomi khusus setelah MEE2) Adanya anggapan bahwa negara-negara Barat takkan banyak membantu pembangunan Asia , khususnya Asia Timur	1) Mengenai  data dan fakta bahwa NAFTA akan menjadi zona ekonomi khusus kedua setelah MEE2) Data dan fakta bahwa negara-negara barat takkan banyak membantu pembangunan Asia, khususnya Asia Timur


























G.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.​[53]​  Peneliti mendeskripsikan masalah berdasarkan masalah yang diperoleh. Selanjutnya dilakukkan analisis pendekatan kualitatif, yang meng-andalkan pengamatan fakta yang terlihat dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas, hasilnya berupa penafsiran si peneliti.
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1)	Meningkatkan prestise dimata internasional
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